SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 28 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 23.a
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang . a.
b.
c.
Mengingat 1.
2.

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 23.a Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Masukan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2016;

bahwa dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 32.a
Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 terjadi
kesalahan pengetikan pada item belanja jasa biaya uang
saku peserta kegiatan dan adanya perubahan susunan
tim pengelolaan, pentausahaan pinjaman daerah,maka
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23.a Tahun
2015 tentang Standar Biaya Masukan Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, perlu
diubah;

bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana
dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentangPerubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23.a Tahun 2015
tentang Standar Biaya Masukan Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah(Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomorl65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 26);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 63);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 35);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan
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16.

17.

18.

19.

20.

Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 48);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain
Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 49);

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2014
tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun
2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi
Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD
lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 23);

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23.a Tahun
2015 tentang Standar Biaya Masukan Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016(Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 23.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGPERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 23.a TAHUN
2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23.a
Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 23.a)
kode rekening 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa nomor 8 poin ¢ dan nomor 15
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 31 Agustus 2016

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
Padatanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSISULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

m

Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651005 198812 1 002
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